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Abstrak  

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kewenangan kepada para 

pihak untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, serta menentukan isi dan bentuk 

perjanjian tersebut. Asas ini secara normatif diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya. Namun, perkembangan bisnis global telah mendorong penggunaan kontrak baku secara masif, khususnya dalam 

sektor perbankan, asuransi, jasa keuangan, dan transaksi elektronik lintas negara. Kontrak baku pada umumnya disusun 

secara sepihak oleh pelaku usaha dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi pihak lain, sehingga berpotensi menimbulkan 

ketidakseimbangan posisi tawar dan mengurangi makna substantif asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam konteks kontrak baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di Indonesia serta relevansinya dalam era bisnis global. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak 

tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang bertujuan melindungi pihak yang lemah. Pembatasan 

tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

khususnya terkait larangan klausula baku yang merugikan konsumen. Dengan demikian, dalam era bisnis global, asas 

kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan yang berkeadilan dan tunduk pada intervensi hukum negara guna 

menjamin perlindungan hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. 

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak; Kontrak Baku; Undang-Undang; Bisnis Global 

 

1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dalam bidang globalisasi dan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam 

sektor bisnis. Kini, transaksi bisnis tidak lagi terbatas pada satu negara saja, melainkan telah berkembang menjadi 

transaksi lintas negara dengan volume dan kompleksitas yang semakin tinggi. Dalam situasi ini, kontrak berfungsi 

sebagai instrumen hukum utama yang mengatur hubungan antar pihak. 

Dalam hukum sipil di Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak secara jelas diakui dalam Pasal 1329 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "setiap individu yang memiliki kapasitas hukum dapat 

mengadakan perjanjian, kecuali jika diatur lain oleh undang-undang. " Dari Pasal 1332 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa "selama berhubungan dengan barang yang memiliki nilai ekonomi, 

setiap individu berhak untuk membuatnya. " Pasal 1320 ayat (4) Jo. Pasal 1337 KUHPerdata menekankan bahwa 

"selama tidak bertentangan dengan alasan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan norma kesusilaan 

atau kestabilan umum, setiap orang diperkenankan untuk membuat perjanjian. " Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata 

menyebutkan bahwa "setiap perjanjian yang dibuat dengan sah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

undang-undang bagi pihak-pihak yang terikat. " Ini berarti bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan 

ketentuan apa pun, memberikan kebebasan kepada setiap subjek hukum untuk berkontrak dengan pihak mana pun 

sesuai keinginan mereka, dengan syarat dan format yang mereka inginkan. 
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Prinsip kebebasan berkontrak dapat diambil dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer) yang menyebutkan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah mempunyai 

kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi isi 

perjanjian sesuai hukum yang berlaku bagi mereka, sehingga setiap perjanjian harus didasarkan pada persetujuan 

dan pengetahuan dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu 

memberikan hak kepada setiap pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan isi kontrak. Prinsip kebebasan 

berkontrak juga terdapat dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap 

orang bebas memilih dengan siapa mereka ingin melakukan kontrak, selama pihak tersebut bukan pihak yang tidak 

layak. 

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, tidak dijelaskan secara mendetail tentang makna dan batasan dari prinsip 

kebebasan dalam membuat kontrak. Pasal ini hanya memberikan sedikit informasi mengenai perjanjian yang akan 

mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Begitu juga dengan Pasal 1330 KUH Perdata, 

yang hanya menyentuh mengenai kebebasan berkontrak terkait pilihan pihak yang ingin terlibat dalam perjanjian. 

Pembuatan kontrak untuk tujuan bisnis tidak dapat dipisahkan dari regulasi hukum yang mengatur proses 

pembuatan kontrak. 

Ketika kita mempelajari peraturan hukum mengenai hal ini, kita akan menemukan bahwa sama seperti prinsip 

konsensualisme, prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) memiliki landasan hukum yang terdapat 

dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: "Untuk suatu perjanjian dapat dianggap sah, diperlukan 

empat syarat: 1. Persetujuan yang mengikat kedua belah pihak; 2. Kemampuan untuk membuat suatu perjanjian; 

3. Adanya objek tertentu; 4. Adanya alasan yang tidak dilarang. " 

Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara global, penggunaan kontrak standar kian meluas karena 

dianggap dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya transaksi, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku 

usaha. Namun, di sisi lain, kontrak standar juga bisa memicu ketidakadilan dalam kontrak akibat adanya perbedaan 

posisi tawar antara pihak-pihak yang terlibat. Klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak standar sering kali 

mengandung pembatasan pada tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan hak sepihak yang merugikan pihak 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar lebih 

bersifat permukaan, tetapi kurang substansial. 

Akan tetapi, dalam praktik bisnis saat ini, kontrak standar menjadi jenis kontrak yang paling umum digunakan, 

terutama di sektor perbankan, asuransi, e-commerce, serta layanan internasional. Kontrak standar umumnya 

disusun oleh satu pihak, artinya pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak (dalam arti 

menerima atau pergi). Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip kebebasan berkontrak 

masih memiliki relevansi dan efektivitas dalam konteks kontrak standar di era bisnis global. 

Oleh karena itu, negara berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lebih lemah 

melalui pembuatan regulasi. Salah satu bentuk intervensi negara adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang secara jelas mengatur larangan terhadap klausul standar yang merugikan 

konsumen. Pengaturan ini menunjukkan adanya batasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak untuk mencapai 

keadilan dalam kontrak serta keseimbangan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan 

penjelasan di atas, penting untuk melakukan kajian akademik terkait penerapan prinsip kebebasan berkontrak 

dalam kontrak standar di era bisnis global, dengan tujuan menilai sejauh mana relevansi prinsip tersebut serta 

bagaimana peran hukum dapat menjamin perlindungan dan keadilan dalam kontrak. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian zini zmenggunakan zmetode zpenelitian zyuridis znormatif, zdengan zpendekatan zperundang-undangan 

z(statute zapproach) zdan zpendekatan zkonseptual z(conceptual zapproach). Data zyang zdigunakan zadalah zdata 

zsekunder zyang zmeliputi zperaturan zperundang-undangan, zliteratur zhukum, zjurnal zilmiah, zdan zdoktrin zpara zahli 

zhukum zyang zberkaitan zdengan zasas zkebebasan zberkontrak zdan zkontrak zbaku. 

3.  Hasil dan Diskusi 

A. Konsep Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas zzkebebasan zzberkontrak zzmerupakan zzsalah zzsatu zzasas zzutama zzdalam zzhukum zzperjanjian. Asas zzini 

zzmemberikanzkebebasan zzkepada zzpara zzpihak zzuntuk: 
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• Menentukan zzapakah zzakan zzmembuat zzperjanjian zzatau zztidak; 

• Memilih zzdengan zzsiapa zzperjanjian zzdibuat; 

• Menentukan zzisi, zzbentuk, zzdan zzsyarat zzperjanjian; 

• Menentukan zzcara zzpelaksanaan zzperjanjian. 

Menurut zzdoktrin zzklasik, zzasas zzini zzlahir zzdari zzpaham zzindividualisme zzdan zzliberalisme zzekonomi zzyang 

zzmenekankan zzkebebasan zzindividu zzdalam zzmelakukan zzhubungan zzhukum. Namun, zzkebebasan zztersebut zztidak 

zzbersifat zzmutlak zzkarena zzdibatasi zzoleh zzundang-undang, zzketertiban zzumum, zzdan zzkesusilaan. 

Asas zzkebebasan zzberkontrak zzsecara zzeksplisit zzbersumber zzdari zzPasal zz1338 zzayat zz(1) zzKitab zzUndang-Undang 

zzHukum zzPerdata. Namun, zzkebebasan zztersebut zzdibatasi zzoleh zzundang-undang, zzsebagaimana zzditegaskan zzdalam: 

• Pasal zz1320 zzKUH zzPerdata zz(syarat zzsah zzperjanjian); 

• Pasal zz1337 zzKUH zzPerdata zz(larangan zzsebab zzyang zzbertentangan zzdengan zzundang-undang, zzkesusilaan, zzdan 

zzketertiban zzumum); 

• Pasal zz1338 zzayat zz(3) zzKUH zzPerdata zz(itikad zzbaik). 

Dengan zzdemikian, zzasas zzkebebasan zzberkontrak zztidak zzbersifat zzmutlak, zzmelainkan zzharus zztunduk zzpada zznorma 

zzhukum zzyang zzlebih zztinggi. 

Secara zdoktrinal, zSubekti zberpendapat zbahwa zasas zkebebasan zberkontrak zharus zdipahami zsebagai zkebebasan 

zyang zdibatasi zoleh zhukum, zkarena ztidak zsetiap zkehendak zpara zpihak zdapat zdilegalkan zapabila zbertentangan 

zdengan zketertiban zumum zdan zkesusilaan. Pendapat zini zmenegaskan zbahwa zkebebasan zberkontrak zbukanlah 

zkebebasan ztanpa zbatas, zmelainkan zkebebasan zyang zbertanggung zjawab. Senada zdengan zitu, zMariam zDarus 

zBadrulzaman zmenyatakan zbahwa zdalam zperkembangan zhukum zmodern, zasas zkebebasan zberkontrak ztelah 

zmengalami zpembatasan zdemi zmelindungi zpihak zyang zmemiliki zposisi ztawar zlebih zlemah zdalam zsuatu 

zperjanjian. Menurutnya, znegara zmemiliki zkewenangan zuntuk zmelakukan zintervensi zmelalui zperaturan 

zperundang-undangan zguna zmenciptakan zkeseimbangan zdan zkeadilan zkontraktual. 

Lebih lanjut, Agus Yudha Hernoko menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak harus dikaitkan dengan 

asas proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. 

Dalam konteks kontrak baku, penerapan asas proporsionalitas menjadi sangat penting karena tidak adanya 

proses negosiasi yang setara. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan normatif dan pandangan para ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia harus 

dipahami sebagai asas yang bersifat relatif, dibatasi oleh undang-undang, serta diarahkan untuk mewujudkan 

keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak. 

Mariam zDarus zBadrulzaman zberpendapat zbahwa zasas zkebebasan zberkontrak zdalam zperkembangan zhukum 

zmodern ztidak zlagi zbersifat zabsolut. Ia zmenekankan zbahwa zkebebasan zberkontrak zharus zdibatasi zoleh zasas 

zkepatutan, zkepentingan zumum, zserta zperlindungan zterhadap zpihak zyang zlemah. Dalam zkonteks zkontrak zbaku, 

zMariam zDarus zsecara ztegas zmengkritik zdominasi zkehendak zpelaku zusaha zyang zmenyebabkan zkonsumen 

zhanya zberada zpada zposisi z“take zit zor zleave zit”, zsehingga zkebebasan zberkontrak zsecara zfaktual zmenjadi zsemu. 

Oleh zkarena zitu, zintervensi znegara zmelalui zperaturan zperundang-undangan zdipandang zsebagai zsarana zuntuk 

zmemulihkan zkeseimbangan zkontraktual. 

Sejalan zdengan zpandangan ztersebut, zRidwan zKhairandy zmenyatakan zbahwa zasas zkebebasan zberkontrak zharus 

zditafsirkan zsecara zproporsional zdalam zkerangka zkeadilan zsubstantif. Menurut zKhairandy, zkontrak zbaku zpada 

zprinsipnya zsah zdan zdibutuhkan zdalam zpraktik zbisnis zmodern, znamun zkeabsahannya zharus zdiuji zberdasarkan 

zprinsip zitikad zbaik, zkeseimbangan zpara zpihak, zserta zperlindungan zkonsumen. Ia zmenegaskan zbahwa zklausula 

zbaku zyang zmenghilangkan zatau zmembatasi ztanggung zjawab zpelaku zusaha zsecara ztidak zwajar zmerupakan 

zbentuk zpenyalahgunaan zasas zkebebasan zberkontrak. 
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Pembatasan zterhadap zasas zkebebasan zberkontrak zsecara znormatif ztercermin zdalam zbeberapa zketentuan zKUH 

zPerdata, zantara zlain zPasal z1320 zyang zmengatur zsyarat zsah zperjanjian, zPasal z1337 zyang zmelarang zsebab 

zperjanjian zyang zbertentangan zdengan zundang-undang, zkesusilaan, zdan zketertiban zumum, zserta zPasal z1338 

zayat z(3) zyang zmenegaskan zbahwa zperjanjian zharus zdilaksanakan zdengan zitikad zbaik. Ketentuan-ketentuan 

ztersebut zmenunjukkan zbahwa zkebebasan zberkontrak zharus zdijalankan zsecara zbertanggung zjawab zdan ztidak 

zboleh zdigunakan zsebagai zalat zuntuk zmerugikan zpihak zlain. 

Dalam zkonteks zkontrak zbaku, zpenerapan zasas zkebebasan zberkontrak zmenghadapi ztantangan zserius zkarena 

zperjanjian ztersebut zdisusun zsecara zsepihak zoleh zpelaku zusaha zdan zkonsumen zhanya zmemiliki zpilihan zuntuk 

zmenerima zatau zmenolak ztanpa zkesempatan zuntuk zbernegosiasi. Kondisi zini zmenimbulkan zketidakseimbangan 

zposisi ztawar zyang zberpotensi zmelanggar zprinsip zkeadilan zkontraktual. Oleh zkarena zitu, zasas zkebebasan 

zberkontrak zdalam zkontrak zbaku zperlu zditafsirkan zsecara zfungsional zdan zdibatasi zoleh zperaturan zperundang-

undangan, zkhususnya zUndang-Undang zNomor z8 zTahun z1999 ztentang zUndang-Undang zPerlindungan 

zKonsumen. 

Dengan zdemikian, zkonsep zasas zkebebasan zberkontrak zdalam zhukum zperjanjian zIndonesia zharus zdipahami 

zsebagai zkebebasan zyang zbersyarat zdan zberkeadilan. Asas zini ztidak zhanya zmenjamin zkepastian zhukum zbagi 

zpara zpihak, ztetapi zjuga zharus zmampu zmemberikan zperlindungan zhukum zyang zefektif, zterutama zbagi zkonsumen 

zsebagai zpihak zyang zsecara zstruktural zberada zdalam zposisi zyang zlebih zlemah zdalam zkontrak zbaku zdi zera zbisnis 

zglobal. 

B. Kontrak Baku dalam Praktik Bisnis Global 

Pengaturan zkontrak zbaku zsecara ztegas zterdapat zdalam zUndang-Undang zNomor z8 zTahun z1999 ztentang 

zUndang-Undang zPerlindungan zKonsumen. 

Pasal z18 zayat z(1) zUU zPerlindungan zKonsumen zmelarang zpelaku zusaha zmencantumkan zklausula zbaku zyang: 

• Mengalihkan ztanggung zjawab zpelaku zusaha; 

• Menyatakan zpengalihan zrisiko; 

• Memberikan zhak zsepihak zkepada zpelaku zusaha; 

• Menyatakan ztunduknya zkonsumen zpada zperaturan zsepihak zdi zkemudian zhari. 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang pelaku usaha untuk 

mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, seperti klausula yang mengalihkan tanggung jawab 

pelaku usaha, memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian, serta menyatakan tunduknya konsumen 

pada peraturan yang dibuat secara sepihak di kemudian hari. Larangan ini menunjukkan bahwa dalam kontrak 

baku, kebebasan berkontrak pelaku usaha dibatasi demi melindungi konsumen sebagai pihak yang berada 

pada posisi tawar yang lebih lemah. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata harus ditafsirkan secara sistematis bersama ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Lebih zlanjut, zPasal z1338 zayat z(3) zKUH zPerdata zmewajibkan zsetiap zperjanjian zdilaksanakan zdengan zitikad zbaik. 

Kewajiban zitikad zbaik zini zmenjadi zdasar znormatif zbagi znegara zuntuk zmenilai zkeabsahan zklausula zbaku zyang 

zdisusun zsecara zsepihak. Apabila zklausula zbaku ztersebut zbertentangan zdengan zprinsip zitikad zbaik zdan 

zmenimbulkan zketidakseimbangan zhak zdan zkewajiban, zmaka zpembatasan zmelalui zPasal z18 zUndang-Undang 

zPerlindungan zKonsumen zmenjadi zsah zdan zkonstitusional. Dengan zdemikian, zhubungan zantara zPasal z1338 

zKUH zPerdata zdan zPasal z18 zUndang-Undang zPerlindungan zKonsumen zmenunjukkan zbahwa zasas zkebebasan 

zberkontrak zdalam zkontrak zbaku zdi zera zbisnis zglobal zharus zdipahami zsebagai zkebebasan zyang zdibatasi zoleh 

zhukum zdemi zmewujudkan zkeadilan zdan zperlindungan zhukum zbagi zkonsumen. 

Ketentuan zini zmenunjukkan zbahwa znegara zmelakukan zintervensi zhukum zterhadap zasas zkebebasan zberkontrak 

zdemi zmelindungi zkonsumen zsebagai zpihak zyang zlemah. Kontrak zzbaku zzadalah zzperjanjian zzyang zzklausul-

klausulnya zztelah zzditentukan zzterlebih zzdahulu zzsecara zzsepihak zzoleh zzsalah zzsatu zzpihak, zzbiasanya zzpelaku zzusaha. 

Dalam zzera zzbisnis zzglobal, zzkontrak zzbaku zzdigunakan zzuntuk zzmeningkatkan zzefisiensi, zzmengurangi zzbiaya 

zztransaksi, zzdan zzmempercepat zzproses zzbisnis, zzterutama zzdalam zzperdagangan zzinternasional zzdan zze-commerce. 
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Dalam zzkonteks zzglobal, zzpenggunaan zzkontrak zzbaku zzjuga zzdipengaruhi zzoleh zzstandar zzinternasional zzdan zzpraktik 

zzperdagangan zzglobal zzyang zzberkembang zzmelalui zzorganisasi zzseperti zzWorld zzTrade zzOrganization. Meskipun 

zzmemberikan zzkepastian zzdan zzefisiensi, zzkontrak zzbaku zzsering zzkali zzmenempatkan zzpihak zzkonsumen zzatau zzmitra 

zzbisnis zzyang zzlebih zzlemah zzpada zzposisi zzyang zztidak zzseimbang. 

C. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku di Era Bisnis Global 

Di zzlevel zzinternasional, zzpenggunaan zzkontrak zzstandar zzsering zzdijumpai zzdalam zzsektor zzperbankan, zzasuransi, 

zztransportasi, zzdan zze-commerce zzantar zznegara. Meskipun zzkontrak zztersebut zzsah zzsecara zzformal, zzsubstansinya 

zzdapat zzbertentangan zzdengan zznilai-nilai zzkeadilan. Oleh zzkarena zzitu, zzprinsip zzkebebasan zzberkontrak zzharus 

zzdipahami zzsebagai zzkebebasan zzyang zzmemiliki zzbatasan zzyang zzditetapkan zzoleh zzhukum zznasional zzdan zzprinsip 

zzperlindungan zzhukum. Ini zzsesuai zzdengan zzevolusi zzhukum zzmodern zzyang zztidak zzlagi zzmenganut zzkebebasan 

zzabsolut, zztetapi zzlebih zzkepada zzkebebasan zzyang zzadil zzdan zzseimbang. 

Penerapan zzprinsip zzkebebasan zzberkontrak zzdalam zzkontrak zzstandar zzmenjadi zzmasalah zzkarena zzkurangnya 

zzproses zznegosiasi zzyang zzsetara. Pihak zzyang zzberada zzdalam zzposisi zzlemah zzsecara zzekonomi zzatau zzhukum 

zzterkadang zztidak zzmemiliki zzpilihan zzlain zzkecuali zzmenerima zzsyarat zzyang zztelah zzditentukan. Akibatnya, zzprinsip 

zzkebebasan zzberkontrak zzlebih zzterkesan zzformal zzdaripada zzsubstansial. 

Sebagai zzhasilnya, zzhukum zzmodern zzberupaya zzmembatasi zzprinsip zzkebebasan zzberkontrak zzmelalui zzpenerapan 

zzprinsip zzkeadilan zzdalam zzkontrak zzdan zzperlindungan zzuntuk zzpihak zzyang zzlebih zzlemah. Di zzIndonesia, 

zzpembatasan zzini zzdapat zzdilihat zzdalam zzUndang-Undang zzPerlindungan zzKonsumen zzyang zzmelarang zzklausul 

zzstandar zztertentu zzyang zzmerugikan zzkonsumen. 

D. Perlindungan Hukum dan Keadilan Kontraktual 

Dalam zzera zzbisnis zzglobal, zzperlindungan zzhukum zzterhadap zzpihak zzyang zzlemah zzdalam zzkontrak zzbaku zzmenjadi 

zzsangat zzpenting. Negara zzmemiliki zzperan zzuntuk zzmengintervensi zzmelalui zzregulasi zzguna zzmenciptakan 

zzkeseimbangan zzantara zzkebebasan zzberkontrak zzdan zzkeadilan. Prinsip zzkeadilan zzkontraktual zzmenuntut zzagar 

zzkontrak zztidak zzhanya zzsah zzsecara zzformal, zztetapi zzjuga zzadil zzsecara zzsubstansial. 

Dengan zdemikian, zasas zkebebasan zberkontrak zharus zdipahami zsecara zdinamis, ztidak zhanya zsebagai zkebebasan 

ztanpa zbatas, ztetapi zsebagai zkebebasan zyang zbertanggung zjawab zdan zberkeadilan. 

Perlindungan zhukum zdan zkeadilan zkontraktual zmerupakan zaspek zfundamental zdalam zpenerapan zasas 

zkebebasan zberkontrak, zkhususnya zdalam zpraktik zpenggunaan zkontrak zbaku zdi zera zbisnis zglobal. Secara 

znormatif, zasas zkebebasan zberkontrak zyang zdiatur zdalam zPasal z1338 zayat z(1) zKitab zUndang-Undang zHukum 

zPerdata zmemberikan zkebebasan zkepada zpara zpihak zuntuk zmenentukan zisi zperjanjian. Namun zdemikian, 

zkebebasan ztersebut zharus zdilaksanakan zdengan zitikad zbaik zsebagaimana zditegaskan zdalam zPasal z1338 zayat z(3) 

zKUH zPerdata. Prinsip zitikad zbaik zini zmenjadi zlandasan zutama zdalam zmewujudkan zkeadilan zkontraktual, zyaitu 

zkondisi zdi zmana zhak zdan zkewajiban zpara zpihak zberada zdalam zposisi zyang zseimbang. 

Dalam zpraktik zkontrak zbaku, zkeadilan zkontraktual zsering zkali zsulit ztercapai zkarena zadanya zketimpangan zposisi 

ztawar zantara zpelaku zusaha zdan zkonsumen. Pelaku zusaha zmemiliki zkekuasaan zuntuk zmenentukan zseluruh 

zklausula zperjanjian, zsementara zkonsumen zhanya zdapat zmenerima zatau zmenolak ztanpa zruang znegosiasi. 

Kondisi zini zberpotensi zmenimbulkan zklausula zyang zmerugikan zkonsumen zdan zbertentangan zdengan zprinsip 

zkeadilan. Oleh zkarena zitu, znegara zmemiliki zkewajiban zuntuk zmemberikan zperlindungan zhukum zmelalui 

zpembentukan zperaturan zperundang-undangan zyang zbersifat zkorektif zterhadap zkebebasan zberkontrak. 

Bentuk zperlindungan zhukum zterhadap zkonsumen zdalam zkontrak zbaku zsecara ztegas zdiatur zdalam zUndang-

Undang zNomor z8 zTahun z1999 ztentang zUndang-Undang zPerlindungan zKonsumen. Pasal z18 zundang-undang 

ztersebut zmelarang zpencantuman zklausula zbaku zyang zmenimbulkan zketidakseimbangan zhak zdan zkewajiban 

zpara zpihak, zserta zmenyatakan zklausula zyang zmelanggar zketentuan ztersebut zbatal zdemi zhukum. Pengaturan zini 

zmencerminkan zpergeseran zparadigma zhukum zkontrak zmodern, zdari zkebebasan zberkontrak zyang zbersifat 

zabsolut zmenuju zkebebasan zberkontrak zyang zberkeadilan. 
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Dengan demikian, perlindungan hukum dan keadilan kontraktual dalam kontrak baku di era bisnis global 

tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk mengarahkan 

penerapannya agar tidak disalahgunakan. Asas kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka 

hukum yang menjamin keseimbangan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah, 

sehingga tujuan utama hukum perjanjian, yaitu keadilan dan kemanfaatan, dapat tercapai. 

Negara zberperan zaktif zmelalui zpembentukan zperaturan zperundang-undangan zuntuk zmenjaga zkeseimbangan 

zantara zkepentingan zpelaku zusaha zdan zkonsumen. Dalam zkonteks zkontrak zbaku, zperan zini zdiwujudkan zmelalui: 

• Pengaturan zklausula zbaku; 

• Pengawasan zpelaku zusaha; 

• Pemberian zsanksi zterhadap zpelanggaran zkontraktual. 

Selain zsanksi zperdata, zUndang-Undang zPerlindungan zKonsumen zjuga zmengatur zsanksi zadministratif zdan 

zsanksi zpidana zterhadap zpelaku zusaha zyang zmelanggar zketentuan zperlindungan zkonsumen. Sanksi ztersebut 

zdimaksudkan zuntuk zmemberikan zefek zjera zserta zmencegah zterulangnya zpraktik zkontraktual zyang ztidak zadil. 

Dengan zadanya zmekanisme zsanksi zyang zberlapis, zhukum zberperan zaktif zdalam zmembatasi zpenyalahgunaan 

zasas zkebebasan zberkontrak, zkhususnya zdalam zkontrak zbaku zyang zdisusun zsecara zsepihak. 

Dengan zdemikian, zpemberian zsanksi zterhadap zpelanggaran zkontraktual zmerupakan zwujud znyata zperan znegara 

zdalam zmenyeimbangkan zkebebasan zberkontrak zdengan zperlindungan zhukum. Sanksi ztidak zdimaksudkan 

zuntuk zmenghilangkan zkebebasan zpara zpihak zdalam zberkontrak, zmelainkan zuntuk zmemastikan zbahwa 

zkebebasan ztersebut zdijalankan zsecara zbertanggung zjawab, zberitikad zbaik, zdan zsesuai zdengan zprinsip zkeadilan 

zkontraktual zdi zera zbisnis zglobal. Dengan zdemikian, zasas zkebebasan zberkontrak ztetap zdiakui, ztetapi 

zpenerapannya zdisesuaikan zdengan znilai zkeadilan zsosial. 

Pemberian zsanksi zterhadap zpelanggaran zkontraktual zdalam zpraktik zkontrak zbaku zdapat zdiwujudkan zmelalui 

zbeberapa zmekanisme zhukum zperdata, zantara zlain zsanksi zwanprestasi, zpembatalan zklausula, zdan zganti zrugi. 

Mekanisme zini zberfungsi zuntuk zmenegakkan zasas zkebebasan zberkontrak zyang zberkeadilan zserta zmemberikan 

zperlindungan zhukum zbagi zpihak zyang zdirugikan. 

Pertama, zsanksi zwanprestasi. Wanprestasi zterjadi zapabila zsalah zsatu zpihak ztidak zmelaksanakan zprestasi 

zsebagaimana zdiperjanjikan, zmelaksanakan ztetapi ztidak zsebagaimana zmestinya, zterlambat zmelaksanakan, zatau 

zmelakukan zsesuatu zyang zmenurut zperjanjian zdilarang. Dalam zkonteks zkontrak zbaku, zwanprestasi zsering 

zterjadi zketika zpelaku zusaha ztidak zmemenuhi zkewajiban zlayanan zatau zkualitas zbarang zyang zdijanjikan. 

Berdasarkan zketentuan zdalam zKitab zUndang-Undang zHukum zPerdata, zpihak zyang zdirugikan zakibat 

zwanprestasi zberhak zmenuntut zpemenuhan zperjanjian, zpembatalan zperjanjian, zserta zpenggantian zbiaya, 

zkerugian, zdan zbunga. 

Kedua, zpembatalan zklausula zbaku. Dalam zkontrak zbaku, zsering zdijumpai zklausula zyang zmengalihkan 

ztanggung zjawab zpelaku zusaha zatau zmemberikan zkewenangan zsepihak. Berdasarkan zPasal z18 zayat z(3) zUndang-

Undang zNomor z8 zTahun z1999 ztentang zUndang-Undang zPerlindungan zKonsumen, zklausula zbaku zyang 

zdilarang zdinyatakan zbatal zdemi zhukum. Sebagai zcontoh, zklausula zyang zmenyatakan zbahwa zpelaku zusaha ztidak 

zbertanggung zjawab zatas zkerusakan zbarang zsetelah zpenyerahan zdapat zdinyatakan ztidak zsah, zsehingga ztidak 

zmemiliki zkekuatan zmengikat zterhadap zkonsumen. 

Ketiga, zganti zrugi. Ganti zrugi zmerupakan zbentuk zsanksi zyang zbertujuan zmemulihkan zkerugian zkonsumen 

zakibat zpelanggaran zkontraktual. Dalam zpraktik zkontrak zbaku, zganti zrugi zdapat zberupa zpengembalian zuang, 

zpenggantian zbarang, zatau zkompensasi zlainnya. Undang-Undang zPerlindungan zKonsumen zmemberikan zdasar 

zhukum zbagi zkonsumen zuntuk zmenuntut zganti zrugi zapabila zpelaku zusaha zmelanggar zkewajibannya zatau 

zmencantumkan zklausula zbaku zyang zmerugikan. Pemberian zganti zrugi zini zmencerminkan zpenerapan zasas 

zkeadilan zkontraktual zdan zprinsip zitikad zbaik zdalam zhubungan zperjanjian. 

Dengan zadanya zpenerapan zsanksi zberupa zwanprestasi, zpembatalan zklausula zbaku, zdan zganti zrugi, zdapat 

zterlihat zbahwa zhukum ztidak zhanya zmengakui zasas zkebebasan zberkontrak zsecara zformal, ztetapi zjuga 

zmemastikan zpelaksanaannya zberjalan zsecara zadil zdan zbertanggung zjawab. Sanksi-sanksi ztersebut zmenjadi 
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zinstrumen zpenting zdalam zmenyeimbangkan zkepentingan zpelaku zusaha zdan zkonsumen zdalam zpraktik zkontrak 

zbaku zdi zera zbisnis zglobal. 

Contoh Kasus Konkret Pelanggaran Kontrak Baku dalam Praktik Bisnis 

✓ Sektor Perbankan 

Dalam zpraktik zperbankan, zkontrak zkredit zpada zumumnya zmenggunakan zkontrak zbaku zyang zdisusun zsepihak 

zoleh zbank. Salah zsatu zcontoh zpelanggaran zkontraktual zterjadi zketika zbank zmencantumkan zklausula zyang 

zmemberikan zkewenangan zsepihak zuntuk zmengubah zsuku zbunga zkredit ztanpa zpersetujuan zdebitur. Klausula 

ztersebut zsering zkali zmenempatkan zdebitur zpada zposisi zyang zlemah zdan ztidak zseimbang. Secara znormatif, 

zmeskipun zkontrak ztersebut zdidasarkan zpada zasas zkebebasan zberkontrak zsebagaimana zdiatur zdalam zPasal z1338 

zayat z(1) zKitab zUndang-Undang zHukum zPerdata, zkebebasan ztersebut zdibatasi zoleh zkewajiban zitikad zbaik zdan 

zlarangan zklausula zyang zmerugikan zpihak zlain. Apabila zperubahan zsuku zbunga zdilakukan zsecara zsepihak zdan 

zmenimbulkan zkerugian, zdebitur zdapat zmengajukan zgugatan zwanprestasi zberdasarkan zPasal z1243 zKUH 

zPerdata zserta zmenuntut zpembatalan zklausula ztersebut. Dalam zkonteks zperlindungan zkonsumen zjasa zkeuangan, 

zklausula zdemikian zjuga zdapat zdinilai zbertentangan zdengan zPasal z18 zUndang-Undang zNomor z8 zTahun z1999 

ztentang zUndang-Undang zPerlindungan zKonsumen. 

✓ Sektor E-Commerce 

Dalam transaksi e-commerce, hubungan hukum antara platform atau penjual dengan konsumen umumnya 

dituangkan dalam syarat dan ketentuan (terms and conditions) berbentuk kontrak baku. Contoh kasus konkret 

terjadi ketika platform mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab 

atas kerugian konsumen akibat keterlambatan atau kerusakan barang. Apabila barang yang diterima 

konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan, pelaku usaha dapat dinyatakan 

melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, konsumen berhak menuntut pemenuhan 

perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Klausula pengalihan tanggung jawab tersebut juga 

dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menghindari tanggung jawab hukum terhadap konsumen. 

✓ Sektor Transportasi 

Dalam zsektor ztransportasi, zseperti zangkutan zudara, zdarat, zatau zlaut, ztiket zperjalanan zumumnya zmengandung 

zkontrak zbaku zyang zmencantumkan zklausula zpembatasan ztanggung zjawab zpengangkut. Contoh zkasus zyang 

zsering zterjadi zadalah zketerlambatan zatau zpembatalan zperjalanan zsecara zsepihak ztanpa zkompensasi zyang zlayak 

zbagi zpenumpang. Dalam zkondisi ztersebut, zpengangkut zdapat zdianggap zmelakukan zwanprestasi zkarena ztidak 

zmemenuhi zprestasi zsebagaimana zdiperjanjikan. Berdasarkan zPasal z1243 zKUH zPerdata, zpenumpang zberhak 

zmenuntut zganti zrugi zatas zkerugian zyang zditimbulkan. Selain zitu, zberdasarkan zPasal z1266 zKUH zPerdata, 

zpembatalan zperjanjian zdapat zdimintakan zapabila zwanprestasi ztersebut zbersifat zfundamental. Klausula zbaku 

zyang zmeniadakan ztanggung zjawab zpengangkut zjuga zdapat zdinyatakan ztidak zsah zapabila zbertentangan zdengan 

zprinsip zkeadilan zdan zperlindungan zkonsumen. 

Analisis Keterkaitan dengan Asas Kebebasan Berkontrak 

Dari ketiga contoh tersebut, terlihat bahwa kontrak baku dalam praktik bisnis modern zsering zkali zmenimbulkan 

zketidakseimbangan zposisi ztawar. Oleh zkarena zitu, zasas zkebebasan zberkontrak zsebagaimana zdiatur zdalam zPasal 

z1338 zKUH zPerdata zharus zditafsirkan zsecara zkontekstual zdan zdibatasi zoleh zketentuan zperundang-undangan 

zlain, zkhususnya zUndang-Undang zPerlindungan zKonsumen. Penerapan zsanksi zberupa zwanprestasi, 

zpembatalan zklausula, zdan zganti zrugi zmerupakan zinstrumen zpenting zuntuk zmewujudkan zperlindungan zhukum 

zdan zkeadilan zkontraktual zdi zera zbisnis zglobal. 
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4. Kesimpulan z 

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang secara 

normatif bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang mereka kehendaki. Namun 

demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, 

larangan sebab yang bertentangan dengan hukum, serta kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad 

baik. Pembatasan ini menjadi sangat relevan dalam praktik kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku 

usaha. Dalam konteks bisnis global, penggunaan kontrak baku tidak dapat dihindari karena alasan efisiensi dan 

kepastian hukum. Akan tetapi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara 

pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, pengaturan kontrak baku melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, merupakan bentuk intervensi negara 

untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak agar tidak merugikan konsumen. Klausula baku yang 

mengalihkan atau menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak dinyatakan batal demi hukum 

sebagai upaya mewujudkan keadilan kontraktual. Penerapan zsanksi zperdata zberupa zwanprestasi, zpembatalan 

zperjanjian zatau zklausula, zserta zganti zrugi zsebagaimana zdiatur zdalam zPasal z1243, zPasal z1266, zdan zPasal z1267 zKUH 

zPerdata zmenunjukkan zbahwa zhukum zperjanjian zIndonesia ztelah zmenyediakan zmekanisme zperlindungan zyang 

zmemadai zbagi zpihak zyang zdirugikan. Dengan zdemikian, zasas zkebebasan zberkontrak zharus zdipahami zsebagai 

zkebebasan zyang zbertanggung zjawab, ztunduk zpada znilai zkeadilan, zkepatutan, zdan zperlindungan zhukum, zsehingga 

zhubungan zkontraktual zdalam zkontrak zbaku zdapat zberjalan zsecara zseimbang zdan zberkeadilan zdi zera zbisnis zglobal. 
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